IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARIGI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PARIGI MOUTONG by Sufiani, Sufiani
141 
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARIGI KECAMATAN PARIGI 




Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako 
 
Abstract 
In an effort to limit a person's smoking activities in Parigi Moutong District, the Parigi 
Moutong District Government issued Regulation No. 2 of 2015 by the Regent of Parigi Moutong on 
Non-Smoking Areas. This study aims to find out how the implementation of the No Smoking Area 
Policy and the inhibiting aspects of the implementation of the No Smoking Area Policy in the 
Parigi Health Center. This study uses descriptive qualitative methods and informant selection 
techniques using purposive sampling technique. The research information was 9 people, the theory 
used was a model of policy implementation by George C. Edward III (1980). The data in this study 
were obtained from interviews and documentation. The results of this study indicate that the 
implementation of the Non-Smoking Area Policy in Parigi Health Center, Parigi Moutong District 
is still lacking. In the communication aspect there are still people who do not understand the 
boundaries in the area without smoking area. In terms of resources, the Parigi Community Health 
Center has a shortage of security personnel and the absence of funds for non-smoking areas. In the 
disposition aspect, many employees have understood well but there is still an indifferent attitude to 
reprimand or prohibit smokers who smoke in the community health center. Then, the aspects of 
Puskesmas Structure Bureaucracy do not yet have a clear SOP regarding smoking bans and the 
absence of a special team to manage them. The conclusion of this study is that the implementation 
of the No Smoking Area policy cannot work well due to several inhibiting aspects, namely 
communication, resources, disposition and the Structure of the Bureaucracy. The advice given is 
that a special team is needed to be able to control and stop smoking activities. Establish a 
Standard Operating Procedure (SOP) on the implementation of the Non-Smoking Zone Rules in the 
Puskesmas Working Area. Cigarettes at Parigi Puskesmas Parigi Moutong district so people can 
quickly understand about Non-Smoking Areas. 





Merokok merupakan salah satu 
kebiasaan buruk masyarakat yang jumlah 
konsumennya setiap tahun semakin 
bertambah banyak. Menurut Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2009, 
konsumsi rokok di dalam masyarakat dewasa 
ini sudah sangat memprihatinkan. Sifat adiksi 
rokok membuat banyak orang sulit lepas dari 
jeratannya. Meski miskin, pekerjaan tidak 
menentu, dan sadar ancaman penyakitnya, 
meraka tetap merokok. 
Banyaknya permasalahan kesehatan 
yang menghampiri masyarakat akibat 
menghirup asap rokok, tak pelak 
menyebabkan kebiasaan merokok masyarakat 
menjadi persoalan publik yang mendapatkan 
perhatian pemerintah. Asumsinya bahwa 
munculnya berbagai macam penyakit yang 
diderita masyarakat akibat asap rokok, baik 
bagi perokok pasif maupun perokok aktif, 
mengharuskan negara menyediakan anggaran 
untuk pelayanan kesehatan masyarakat.  
Munculnya masalah kesehatan 
masyarakat yang diakibatkan karena 
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kebiasaan merokok ini sudah menjadi 
masalah nasional, bahkan internasional, 
sehingga mendapatkan respon pemerintah di 
berbagai negara dunia untuk melakukan 
penanggulangan. Di Indonesia, untuk 
menanggulangi kebiasaan merokok dan 
perlindungan kesehatan masyarakat dari 
kebiasaan merokok, pemerintah telah 
mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam 
UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang 
Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat 
Adiktif bagi Kesehatan. Dalam pasal 113 
menjelaskan bahwa zat adiktif harus 
diamankankarena membahayakan bagi 
kesehatan. Zat tersebut antara lain terdapat 
pada tembakau yang merupakan bahan baku 
pembuatan rokok. 
Selanjutnya menurut pasal 116, 
pemerintah harus menindaklanjuti kebijakan 
tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah 
tentang Pengamanan Produk Tembakau 
sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan selambat-
lambatnya satu tahun setelah disahkan UU 
tersebut. Sedangkan dalam pasal 202, 
mengamatkan kepada Pemerintah Daerah 
untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk 
peraturan daerah tentang area bebas rokok 
pada masing-masing daerah. Di samping itu, 
menyadari arti pentingnya perlindungan 
masyarakat terhadap bahaya rokok, 
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 
Kesehatan membuat nota kesepahaman yang 
menekankan pemberlakuan kawasan tanpa 
rokok. Peraturan bersama kedua kementerian 
tersebut dituangkan dalam surat bernomor 
188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan 
Tanpa Rokok.  
Namun, implementasi kebijakan 
sesungguhnya bukanlah sekedar berkaitan 
dengan mekanisme penjabaran keputusan-
keputusan politik ke dalam prosedurprosedur 
rutin lewat saluran-saluran birokrasi. Akan 
tetapi lebih dari itu, implementasi kebijakan 
memiliki keterkaitan dengan realisasi 
terpenuhinya kepentingan tentang siapa 
memperoleh apa dari suatu kebijakan yang 
telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa 
implementasi kebijakan merupakan bentuk 
transformasi rumusan-rumusan yang 
diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-
pola operasional yang akan menimbulkan 
perubahan sebagaimana diamanatkan dalam 
kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan 
demikian, implementasi kebijakan adalah 
tahapan dari proses kebijakan yang paling 
berat, sehingga membutuhkan kolaborasi 
seluruh kelompok kepentingan (stakeholder) 
yang ada, apalagi dalam implementasi 
seringkali muncul masalah-masalah yang 
tidak teridentifikasi ketika pembuatan 
kebijakan (Dwidjowijoto, 2006: 119). 
Sejalan dengan itu, dikemukakan oleh  
George C. Edward III  (Subarsono, 2005:90-
92), bahwa variabel yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan meliputi Komunikasi, 
Sumber daya, Disposisi, dan Struktur 
Birokrasi. Oleh karena itu kebijakan kawasan 
tanpa rokok akan mencapai harapan yang 
diinginkan maka perlu untuk memperhatikan 
faktor-faktor tersebut.  
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 
dalam merealisasikan Kawasan Tanpa Rokok 
menetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 
2015  tentang Kawasan Tanpa Rokok. 
Realitas kebijakan kawasan tanpa asap rokok 
di Kabupaten Parigi Moutong ini menjelaskan 
bahwa sebaik apa pun isi dan tujuan suatu 
kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, 
namun jika tidak diimplementasikan tentu 
tidak akan memiliki makna apa-apa bagi 
penyelesaian masalah atau pemenuhan 
tuntutan kepentingan publik.  
Puskesmas Parigi merupakan salah 
satau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada 
di Kabupaten Parigi Moutong. Sebagaia salah 
satu fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas 
Parigi merupakan Kawasan Tanpa Rokok 
sebagai mana diatur dalam Peraturan Bupati 
Nomor 2 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok, pasal 2 disebutkan bahwa Kawasan 
Tanpa Rokok meliputi : Fasilitas pelayanan 
kesehatan, tempa proses belajar mengajar, 
tempat anak bermain, tempat ibadah, 
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angkutan umum, tempat kerja, tempat umum 
dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, 
meliputi hotel, restoran, rumah makan, jasa 
boga, tempat wisata, dan sarana/vasilitas olah 
raga. 
Masih minimnya sumber daya, 
mencakup sumber daya manusia baik dari 
segi kuantitas dan kualitas implementor 
kebijakan dalam artian penindakan terhadap 
pelanggar kebijakan, sarana dan prasarana 
kesehatan yang minim seperti kondisi 
puskesmas yang belum menyediakan lokasi 
khusus tempat merokok, begitu pula 
kurangnya sosialisasi kawasan tanpa rokok 
kepada masyarakat. Selain itu sikap yang 
ditunujukan oleh pegawai Puskesmas 
khusunya laki-laki yang masih merokok di 
kawasan Puskesmas Parigi. 
Berdasarkan uraian latar belakang yang 
menggambarkan fenomena implementasi 
kebijakan kawasan tanpa rokok yang terbilang 
belum terlaksana dengan baik, hal tersebutlah 
mendorong minat peneliti untuk mengkaji dan 
menelaah serta untuk memperoleh 
pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan 
kawasan tanpa rokok pada Puskesmas Parigi, 
dengan mengamati dan menganalisa 
fenomena yang tampak dilapangan, oleh 
karena itu penelitia mengambil judul 
“Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok Pada Pusat Kesahatan Masyarakat 




Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kualitatif. Menurut Satori dan 
Komariah (2011:22-25), bahwa penelitian 
kualitatif dapat didesain untuk memberikan 
sumbangannya terhadap teori, praktis, 
kebijakan, masalah-masalah sosial dan 
tindakan. Penelitian kualitatif adalah suatu 
pendekatan penelitian yang mengungkapkan 
situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan 
kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-
kata berdasarkan teknik pengumpulan dan 
analisis data yang relevan yang diperoleh dari 
situasi yang alamiah.  
Lokasi yang peneliti ambil pada 
penelitian ini adalah Puskesmas Parigi 
Kabupaten Parigi Moutong. Lokasi ini dipilih 
secara sengaja dipilih dengan pertimbangan 
bahwa Puskesmas Parigi, merupakan salah 
satu penyelenggara pelayanan kesehatan 
tingkat satu di Kecamatan Parigi Kabupaten 
Parigi Moutong yang juga merupakan 
kawasan tanpa rokok. Puskesmas ini juga 
dianggap cukup representatif karena berada di 
daerah perkotaan, yang mana pemanfaatan 
bagi masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan diharapkan cukup tinggi 
dibandingkan Puskesmas lainya. Selain itu, 
dilokasi penelitian masih terdapat 
permasalahan-permasalahan berkaitan dengan 
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok. Lokasi yang telah dipilih ini 
diharapkan dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini. 
Penelitian ini direncanakan akan 
dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan setelah 
dilakukan seminar usulan penelitian dan sejak 
keluarnya surat permohonan izin penelitian. 
Berdasarkan teknik purposive, peneliti 
menetapkan informan dalam penelitian ini 
berjumlah 9 orang yakni sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas Kesehatan 1 Orang 
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat                                        
1 Orang 
3. Kepala Puskesmas Parigi 1 Orang  
4. Pengelola Program  2 Orang                                                          
5. Pasien Puskesmas Parigi 4 Orang 
 
Untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini, teknik-teknik yang digunakan 
peneliti adalah Wawancara, Observasi 
(Pengamatan) dan Dokumentasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Impelementasi merupakan tahap yang 
penting dalam sebuah kebijakan. 
Implementasi akan mempengaruhi berhasil 
atau tidaknya suatu kebijakan yang telah 
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dibuat. Kebijakan yang telah dibuat dengan 
baik tidak akan berjalan jika tidak 
diimplementasikan dan hanya akan menjadi 
wacana semata. Proses implementasi 
kebijakan pastinya akan dipengaruhi beberapa 
faktor yang menyebabkan sebuah 
keberhasilan maupun kegagalan.  Terdapat 
empat faktor yang akan mempengaruhi 
sebuah proses implementasi kebijakan. Faktor 
pertama adalah bagaimana jalinan komunikasi 
dalam proses implementasi kebijakan. 
Ketersediaan sumber daya menjadi faktor 
berikutnya. Faktor ketiga yang mempengaruhi 
keberhasilan dan kegagalan dalam proses 
implementasi kebijakan adalah komitmen 
atau sikap dari pelaksana kebijakan. Faktor 
terkahir yaitu struktur birokrasi. 
 
Komunikasi 
Proses penyampain tentang kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok di puskesmas parigi 
belum maksimal karena masih banyak 
masyarakat yang hanya sekedar mengetahui 
larangan merokok di puskesmas tapi tidak 
mengetahui isi dari kebijakan atau batasan - 
batasan untuk tidak merokok di Kawasan 
Tanpa Rokok. Hal tersebut di sebabkan oleh 
proses penyampaian yang tidak melibatkan 
sasaran kebijakan. Masih banyak juga dari 
pihak puskesmas tidak dapat menegur atau 
melarang pelanggar secara terus menerus 
diakibatkan karena tidak mengetahui 
kebijakan terseut dan tidak bisa meninggalkan 
kewajiban pokoknya sebagai Staf Puskesmas.   
Dalam implementasi kebijakan 
komunikasi terdiri dari 3 dimensi yaitu 
dimensi transfromasi (transmission), dimensi 
kejelasan (clarity), dimensi konsistensi 
(consistency).  
Dimensi transformasi dalam 
komunikasi pelaksanaan kebijakan 
mengharapkan pelaksana kebijakan 
memberitahukan tentang kebijakan yang akan 
dilaksanakan. Penjelasan kebijakan mencakup 
tujuan yang akan dicapai dan persiapan apa 
saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan 
kebijakan tersebut. Puskesmas parigi 
melakukan komunikasi kebijakan kawasan 
tanpa rokok melalui cara sosialisasi. 
Sosialisasi dilakukan kepala puskesmas yang 
lama sejak kurang lebih lima tahun yang lalu 
setelah terpilihnya kepala puskesmas yang 
sekarang. Penyampaian informasi mengenai 
kebijakan kawasan tanpa rokok atau dilarang 
merokok juga dilakukan langsung kepada 
karyawan puskesmas dan security. 
Komunikasi antara Kepala puskesmas, 
Pengelola Program, dan staf lainnya adalah 
menjelaskan bahwa puskesmas parigi adalah 
kawasan tanpa rokok. Penyampaian juga 
disampaikan khusus untuk seluruh pasien dan 
pendamping yang akan berobat  jalan melalui 
Lembar Khusus yang terlampir disetiap status 
baru maupun status pasien lama. Dalam 
lembaran tersebut salah satu poinnya yaitu 
puskesmas parigi adalah kawasan tanpa 
rokok. 
Pada dimensi kejelasan, komunikasi 
yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan 
diharapkan dapat diterima secara jelas oleh 
sasaran kebijakan. Kejelasan yang diterima 
oleh sasaran kebijakan sangat penting agar 
mengetahui tujuan dan maksud dari kebijakan 
tersebut.  Hasil wawancara dengan 
pengunjung puskesmas mengenai pelaksanaan 
kebijakan kawasan tanpa rokok di puskesmas 
parigi menunjukkan beberapa pengunjung 
mengaku tidak tahu akan adanya kebijakan 
tersebut tetapi mereka paham bahwa merokok 
di puskesmas itu tidak boleh.  
Hasil observasi menemukan beberapa 
pengunjung merokok di area larangan 
merokok yang ada di puskesmas, bahkan 
ditemukan puntung rokok yang dibuang 
sembarangan di sekitar lingkungan puskesmas 
. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
merokok di lingkungan puskesmas adalah hal 
sudah biasa dilakukan. Hal tersebut tentu saja 
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Parigi Moutong No.2Tahun 2015 
yang jelas memberikan larangan merokok di 
fasilitas kesehatan salah satuya yaitu 
puskesmas.   
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Kesimpulan dari penjelasan di atas 
adalah sosialisasi kebijakan kawasan tanpa 
rokok di puskesmas parigi masih belum jelas 
karena ada pengunjung yang mengaku tidak 
tahu mengenai kebijakan tersebut bahkan ada 
staf yang menjelaskan kalau sosialisasi itu 
tidak pernah dilaksanakan.  
Dalam implementasi kebijakan 
menjelaskan bahwa dimensi konsistensi 
menginginkan implementasi kebijakan 
berlangsung efektif dengan cara pemberian 
perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten 
dan jelas agar kebijakan yang diterapkan tidak 
membingungkan.  
Pelaksana kebijakan kawasan tanpa 
rokok di puskesmas parigi adalah Kepala 
Puskesmas, Pengelola Lintas Program terkait, 
dan Staf Puskesmas. Pihak puskesmas sudah 
memasukan aturan larangan merokok dalam 
tata tertib puskesmas parigi dan konsistensi 
dalam pelaksanaan kebijakan di puskesmas 
parigi sudah terlihat karena tidak 
disediakannya terdapat tempat khusus untuk 
merokok. Hal tersebut sesuai dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Parigi Moutong 
 
Sumber Daya  
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di 
puskesmas parigi mengeluarkan angagaran 
untuk pemasangan tanda – tanda larangan 
merokok agar Pengunjung yang merokok bisa 
termotivasi dan sadar. 
Terkait sumber daya manusia pihak 
puskesmas masih kekurangan untuk 
mendukung kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok. Karena beberapa pelaksana KTR di 
puskesmas parigi harus melakukan tugas yang 
multifungsi sehingga kesulitan dalam 
menjalankan tugasnya. Hal ini berdamkan 
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok tidak 
dapat terlaksana dengan baik.  
 
Disposisi   
Pemahaman pelaksana kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok di puskesmas parigi 
sudah di pahami dengan baik. Namun masih 
terdapat sikap acuh tak acuh dari pihak 
puskesmas untuk menegur atau melarang para 
perokok yang merokok di lingkungan 
puskesmas. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
para pelaksana tidak mencerminkan sikap 
yang dapat mendukung tujuan Kawasan 
Tanpa Rokok Dalam hal ini Peraturan Daerah 
Kabupaten Parigi Moutong No 2 Tahun 2015 
tentang Kawasan Tanpa Rokok belum di 
tegakan dan masih tahap sosialisasi sehingga 
belum ada efek jera untuk pelanggar. 
Sehingga aktivitas merokok di lingkungan 
puskesmas itu masih sering di temukan.  
 
Struktur Birokrasi  
Dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa 
Rokok di puskesmas Parigi tidak memiliki 
pedoman atau SOP yang jelas terkait larangan 
merokok di lingkungan rumah sakit. Hal 
tersebut terlihat pihak puskesmas memang 
kurang serius dalam menerapkan kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok. Tidak adanya tim 
khusus untuk menangani hal tersebut. 
Pembagian tugas atau unit terkait kebijakan 
Kawasan Tanpa Rokok di puskesmas itu tidak 
diindahkan. Sehigga penerapan kebijakan 
yang dianggap tidak rumit tersebut hasil tidak 
berjalan efektif.  Kesulitan dari beberapa 
pelaksana dari pihak puskesmas pun tidak 
teratasi untuk mendukung kebijakan Kawasan 
Tanpa Rokok.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Sesuai dengan rumusan masalah pada 
penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi 
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok di Puskesmas parigi, maka dapat 
disimpulkan bahwa Proses implementasi 
tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di 
puskesmas parigi belum maksimal karena 
masih banyak masyarakat yang hanya sekedar 
mengetahui larangan merokok di puskesmas 
tapi tidak mengetahui isi dari kebijakan atau 
batasan - batasan untuk tidak merokok di 
Kawasan Tanpa Rokok. 
Maka Berdasarkan kesimpulan diatas, 
maka merekomendasikan saran-saran terkait 
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Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa 
Rokok di Puskesmas parigi sebagai berikut: 
1. Sehubungan dengan kurangnya sumber 
daya yang menjadi pelaksana KTR di 
puskesmas parigi, kedepannya agar di 
bentuk tim khusus untuk dapat mengontrol 
dan menghentikan aktivitas merokok di 
lingkungan puskesmas.  
2. Pihak Puskesmas membuat Standar 
Operasional Prosedur (SOP) sehubungan 
dengan penerapan kebijakan larangan 
merokok di lingkungan puskesmas.  
3. Meyediakan media sosialisasi dalam 
bentuk video atau pengeras suara terkait 
adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di 
puskesmas Agar pengunjung dapat 
memahami dengan jelas dan selalu 
mengingat bahwa puskesmas parigi harus 
bebas dari asap rokok.   
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